PERATURAN DAERAH PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR ( PERDA NTT)
NOMR 8 TAHUN 2001 (8/2001)
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR TAHUN 2001 - 2004

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA Tl MUR,
Meni nbang: a. bahwa program penbangunan daerah yang dinuat
dal am Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi

Nusa Tenggara Tinmur Tahun 2001 - 2004 harus
di | aksanakan sesuai dengan Kketentuan yang

ber | aku;
b. bahwa upaya nel aksanakan program penbangunan
daer ah pada  saat ref or masi , Perrer i nt ah

Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan
Pokok- Pokok Reformasi Penbangunan Daerah yang
nmenuat program penbangunan daerah untuk Tahun
Anggar an 1999/ 2000;

C. bahwa dal am pel aksanaan oper asi ona
penbangunan di daerah Penerintah Daerah tel ah
nmenet apkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur Nonor 1 Tahun 2000 tentang
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Daer ah
Propinsi Nusa Tenggara Tinur sebagai dasar
pel aksanaan penbangunan Tahun Anggaran 2000
dan tel ah di pert anggungj awabkan;

d. bahwa pel aksanaan program penbangunan di Nusa
Tenggara Timur harus dilakukan dalam sisa
kurun waktu Tahun Anggaran 2001 - 2004;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu
nmenet apkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Pola Dasar Penbangunan
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur Tahun 2001
- 2004,

Mengi ngat: 1. Ketetapan Majelis Pernmusyawaratan Rakyat Republik
I ndonesia Nonmor |V/MPR/I1999 tentang Garis-
gari s Besar Hal uan Negar a;

2. Undang-undang Nonmor 64 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 155,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1649);

3. Undang-undang Nonmor 69 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daerah-daerah Tingkat |1 dal am
W I ayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 122,
Tanbahan | enbaran Negara Nonor 1655);

4. Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara Tahun
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1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3839);

5. Undang-undang Nonmor 25 Tahun 1999 tentang
Peri nbangan Keuangan antara Penerintah Pusat
dan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor
72, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);

6. Undang- undang Nonor 25 Tahun 2000 tentang Program
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Tahun
2000 Nonor 206);

7. Peraturan Penerintah Nonor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Penerintah dan Kewenangan Propins
sebagai Daerah Qonom (Lenbaran Negara Tahun
2000 Nonor 54, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3952);

8. Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2001 tentang
Penbi naan dan Pengawasan Atas Penyel enggaraan
Pemerintah Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2001
Nonmor 41, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4090) ;

9. Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 2001 tentang
Penyel enggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lenbaran
Negara Tahun 2001 Nonor 62, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 4095);

10. Keput usan Presiden Republik Indonesia Nonmor 44
Tahun 1999 tentang Tekni k Penyusunan Perat uran
Per undang- undangan dan Bent uk Rancangan
Undang- undang, Rancangan Peraturan Penerintah
dan Rancangan Keputusan Presi den;

11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur
Nonor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan
Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur (Lenbaran Daerah Tahun 2000
Nonor 264 Seri D Nonor 264);

12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur
Nonor 8 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi Dan Tata Kerja D nas Propinsi Nusa
Tenggara Tinmur (Lenbaran Daerah Tahun 2000
Nonmor 347 Seri D Nonor 347);

13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 9 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Tinmur (Lenbaran Daerah
Tahun 2000 Nonor 349 Seri D Nonor 349);

14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 11 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi Dan Tata Kerja Lenbaga Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Tinur (Lenbaran Daerah
Tahun 2000 Nornor 353 Seri D Nonor 353);

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH PRCOPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR
MEMUT USKAN:
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Menet apkan: PERATURAN DAERAH PRCPI NSI NUSA TENGGARA TI MUR TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  PRCPI NSI NUSA
TENGGARA TI MUR TAHUN 2001 - 2004.

Pasal 1

Sistemati ka Pola Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Ti mur Tahun 2001 - 2004 sebagai beri kut:

BAB | Pendahul uan.

BAB | | Kondi si  Unum

BAB Ill1Visi, Msi, Tujuan, dan Strategi Penbangunan Daer ah.
BAB | VAr ah Penbangunan Daer ah.

BAB VKai dah Pel aksanaan.

BAB VI Penut up.

Pasal 2

Isi beserta urai an sesuai sistematika Pola Dasar Penbangunan Daer ah
Propinsi Nusa Tenggara Tinur sebagai mana di maksud dal am Pasal 1
Peraturan Daerah ini ternuat dalam Lanpiran yang nerupakan bagi an
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pol a Dasar Penbangunan Daerah sebagai mana di naksud pada Pasal 2
Peraturan Daerah ini dijadi kan acuan dalam Penyusunan Program
Penbangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Penbangunan Tahunan Daerah
(REPETADA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
( RAPBD) .

Pasal 4
Hal - hal lain yang belumternuat dal am Pol a Dasar Penbangunan Daer ah
Propinsi Nusa Tenggara Tinmur Tahun 2001 - 2004 akan dijabarkan
dal am Program Penbangunan Daerah (PREPEDA) Propinsi Nusa Tenggara
Ti mur .

Pasal 5
Peraturan ini nulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahuinya nenerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lenbaran Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Di t et apkan di Kupang
Pada Tanggal 23 Agustus 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR

TTD.
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Pl ET ALEXANDER TALLO

D undangkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2001

SEKRETAR S DAERAH PRCPI NS
NUSA TENGGARA TI MUR,

TH M HERVANUS

LEMBARAN DAERAH PRCPI NSI' NUSA TENGGARA TI MUR
TAHUN 2001 NOMCR 181 SERI D NOMOR 179

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPI NSI' NUSA TENGGARA TI MUR
NOMCR 8 TAHUN 2001
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPI NSI  NUSA TENGGARA Tl MUR TAHUN 2001 - 2004

| . PENJELASAN UMUM
1. Dasar Pem ki ran

Si kl us per encanaan nmengal am per ubahan

par adi gna

nmendasar sejak reformasi tahun 1998 digulirkan.
periode sebelummya, siklus perencanaan dinul ai

pol a sebagai berikut:

1. Majelis Pernusyawaratan Rakyat sebagai representas
rakyat I ndonesia nenetapkan Garis-garis

Hal uan Negara (GBHN);

2. Berdasarkan GBHN Penerintah nenjabarkan dal am Rencana
Penbangunan Li ma Tahun;

3.D ti ngkat daer ah, Peneri nt ah Pr opi nsi dan
Kabupat en/ Kot a berdasarkan GBHN nenj abarkan dal am
Pol a Dasar Penbangunan Daer ah;

4. Berdasarkan Pol a Dasar Penbangunan Daerah dan Rencana
Penbangunan Lima Tahun Nasional mnaka Penerintah
Pr opi nsi dan Kabupaten/ Kota nenjabarkan dal am
Rencana Penbangunan Li ma Tahun Daer ah;

Sejak tahun 1998, situasi reformasi politik nenghendaki
adanya perubahan siklus perencanaan berdasarkan TAP MPR
Nonmor X/ MPR/ Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Refornasi
Penbangunan yang nendasari pel aksanaan penyel enggaraan
perneri ntahan dan pengel ol aan penbangunan dan sel anj ut nya
Penrer i nt ah Pr opi nsi nmenj abarkan  dal am  Pokok- pokok
Ref ormasi  Penbangunan Daerah yang berlaku tanggal 1
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April 1999 sanpai dengan 31 Maret 2000.
Dal am rangka nengoperasi onal kan Pokok-pokok Refornasi
Penbangunan Daerah tersebut maka penjabaran sel anjutnya
di t uangkan dal am Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur Nonor 1 Tahun 1999. Pada Tahun Anggaran 2000
penbangunan dil aksanakan berdasarkan Anggaran Pendapat an
dan Bel anja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nonor 1 Tahun
2000.
Sel anjutnya dalam sisa kurun waktu antara tahun 2001 -
2004 neka Pedoman Penbangunan di Daerah nengacu pada
Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai pedoman unmum bagi
sel uruh unsur apar at ur Peneri nt ah Daer ah, DPRD
O gani sasi  Sosial Kemasyarakatan/LSM Perguruan Ti ngg
dan Dunia Usaha dalam jangka waktu enpat tahun, guna
gpgujudkan pertunbuhan dan kenmajuan Daerah diberbagai
i dang.
Penbangunan daerah nerupakan suatu rangkai an hubungan
fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-
bi dang penbangunan daer ah, dal am kerangka Negara
Kesatuan Republik |Indonesia. Penbangunan daerah pada
dasarnya nerupakan bagian integral dan penbangunan

nasional. Qdeh karena itu perkenbangan penbangunan
daerah tidak terlepas dari pengaruh  perkenbangan
penbangunan  nasi onal . Penbangunan  daerah  neliputi

ber bagai kegiatan yang saling berkaitan dalam proses
Penbangunan  nasi onal dengan nel aksanakan azas-azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan penbantuan secara
t er padu, terarah dan proporsional.

Setiap relevansi penbangunan daerah akan nenentukan
konposi si kegi atan bi dang- bi dang penbangunan secara
terpadu. Dalam hubungan ini dibutuhkan pendekatan-
pendekat an penbangunan yang berwawasan kependudukan dan
berwawasan |ingkungan spesifik daerah MNusa Tenggara
Ti nur, dal am cakrawala penbangunan nasi onal yang
ber pedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk
itu perlu disusun Kkebijakan penbangunan daerah yang
berbasis tata ruang yang terstruktur sesuai dengan
per masal ahan, tantangan, kendala, potensi serta peluang
dan aspirasi nasyarakat Nusa Tenggara Ti nur.

Searah dengan reformasi di segala bidang, penbangunan
daerah nel aksanakan paradigma baru penbangunan yang
ber f okus pada nanusia. Perencanaan penbangunan daerah
di arahkan pada penciptaan Kkegi atan-kegi atan produktif
yang |ebih berpihak kepada kelonpok mnasyarakat yang
tertinggal dan nemliki kenmanpuan yang rendah, untuk
meni ngkat kan kapasi tas daerah dal am rangka i npl enentas

ot onom daer ah

Sehubungan dengan itu, dalam rangka nengatur dan
nmengendal i kan proses penbangunan daerah yang konpl eks,
luas dan dinams, Penerintah Daerah Nusa Tenggara Ti nur
nmenet apkan visi, msi dan strategi serta arah kebijakan
penbangunan daerah yang tertuang dalam Pola Dasar
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Penbangunan Daer ah Tahun 2001 - 2004.

Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur adal ah pokok- pokok kebijakan penbangunan daerah
sebagai pernyataan kehendak rakyat Nusa Tenggara Ti nur
nmengenai visi, msi, strategi dan kebijakan penbangunan
daerah yang ditetapkan dengan Per aturan Daer ah.
Penyusunan dan penetapan Pola Dasar Penbangunan Daerah
di maksudkan untuk nenberi kan arah  penyel enggaraan

peneri nt ahan, pengel ol aan penbangunan daer ah dan
pel ayanan kemasyar akatan di daer ah, dal am rangka
mewuj udkan ot onom daerah yang | uas, nyata dan

ber t anggungj awab di dal am wadah Negara Kesatuan Republ ik
| ndonesi a.

Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur di susun dengan | andasan Idiil: Pancasila, |andasan
Konstitusi onal Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan
Landasan Qperasional: Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) Tahun 1999.

Asas-asas umum penyel enggaraan penerintahan, pengel ol aan
penbangunan daer ah dan pel ayanan kemasyar akat an

mel i puti: asas kepasti an hukum asas tertib
penyel enggaraan negara, asas Kkepentingan unmum asas
ket er bukaan, asas pr opor sional it as, asas

profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

1. PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal

1 SD5
Cukup Jel as

DAFTAR | SI

Hal aman
PERATURAN DAERAH PCOLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH PRCPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR TAHUN i
2001- 2004

DAFTAR | S| I X

BAB | PENDAHULUAN 1

BAB | |

DASAR PEM KI RAN

PENCERTI AN

MAKSUD DAN TUJUAN 2
LANDASAN

ASAS

RUANG LI NG&KUP

S| STENVATI KA

OTMmMoOw>

KONDI SI  UMUM

A. KONDI SI DAERAH

B. POTENS| 7
1. Sunber Daya Al am

~ O OhWW N -
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2. Sunber Daya Manusi a
3. Sunber Daya | nvestasi
C. HAS| L- HASI L PEMBANGUNAN
1. Ekonom Rakyat
2. Penbangunan Pendi di kan Rakyat
3. Penbangunan Kesehat an Rakyat

9
10

4. Perkenbangan Penbangunan Li ntas Daerah

Kot a/ Kabupat en
D. PERVASALAH POKCOK PEMBANGUNAN DAERAH
Rendahnya Ki nerja Perekonom an Rakyat

Rendahnya Ti ngkat Pendi di kan Rakyat
Rendahnya Ti ngkat Kesehatan Rakyat
Parti si pasi Masyar akat

Pel aksanaan & onom Daerah

OCoNohwNE

Tata Ruang

10. Penyel esai an Pengungsi Ti nor Ti nmur
11. Tantangan d obal i sasi

12. Lenahnya Penegakan Hukum dan HAM

BAB |11 VISI, MSI, TUJUAN DAN STRATEG PENMBANGUNAN
DAERAH
A Visi
B. Msi
C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
D. STRATEG PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Bi dang Ekonom
Bi dang Pendi di kan
Bi dang Kesehat an
Bi dang Kesej aht er aan Sosi al
i Hukum dan Hak Azasi Manusi a
Bi dang Politi k dan Penerintah
Bi dang Agana
Bi dang Keanmanan, Ketenteranan dan
Keterti ban Masyar akat
Bi dang Tata Ruang

© oNookwhE
vy
o
o
=
Q

BAB VKAl DAH PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP

12

Masi h Ti nggi nya Jum ah Penduduk M skin

15
16

20

23

26

27

30

31
32

Lanpi ran: Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Ti nur

Nonor : 8 Tahun 2001
Tanggal : 23 Agustus Tahun 2001

PCOLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH ( POLDAS)
PROPI NSI  NUSA TENGGARA Tl MR
TAHUN 2001 - 2004

11

12
12
14

17
18

Bel um Mer at anya Penyebaran I nfrastruktur 18
Pengel ol aan Li ngkungan Yang Bel um Qpti nal 19

19

20
20

33
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BAB |
PENDAHUL UAN

A DASAR PEM Kl RAN

Pel aksanaan ot onom daerah berdasarkan UU Nonor 22 Tahun 1999
sebagai proses denokratisasi penyel enggaraan penerintahan daerah
nmenbawa per ubahan paradi gna penbangunan daerah yang bersifat
sentralistik ke desentralistik. Konsekuensinya, penbangunan daerah
tidak semata-mata nengacu pada Kketentuan-ketentuan dari pusat,

t et api merupakan prakarsa sendiri yang |ebih nengutanmakan
kepenti ngan dan aspirasi masyarakat setenpat. Penbangunan daerah
di | aksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas penbantuan, bukan nerupakan replikasi penbangunan nasional di
daerah atau totalitas penbangunan sektoral, nanmun tetap nerupakan
bagian integral dari penbangunan nasional dalam wadah Negara
Kesat uan Republi k | ndonesi a.

Gonom daerah tidak saja nenberikan kewenangan Kkepada
penerintah daerah untuk nengatur dan nengurus runah tangga daerah
sendiri, tetapi sekaligus nenbuka peluang bagi parti si pasi
masyarakat dalam proses perunmusan dan pel aksanaan kebijakan
penbangunan  daer ah. Parti si pasi masyar akat sebagai t unt ut an
denokrati sasi penbangunan daerah, nenbawa konsekuensi penberdayaan
masyar akat sebagai konsep kunci penbangunan daerah, sekaligus
nmenenpat kan manusi a sebagai pel aku ut ama penbangunan.

Ti ngkat kenmaj uan penbangunan daerah berkaitan erat dengan
tingkat 1nvestasi sunber daya mnmanusia, nanmun dalam banyak hal,
sunber daya manusia justru nenjadi persoal an dan beban penbangunan
Masal ah Pokok yang di hadapi masyarakat Nusa Tenggara Ti nur adal ah
kekurangan tenaga teranpil dan Kkelebihan tenaga kerja tidak
terdidi k di sektor tradisional dan sektor nodern. Upaya penecahnya,
adal ah neni ngkat kan dan nengenbangkan kual i tas sunber daya nanusi a,
bai k dari segi keahlian, keteranpilan maupun budaya kerj a.

Ber dasarkan perubahan paradigma penbangunan daerah yang
bertunpu pada penberdayaan manusia dan nasyarakat sebagai pel aku
utama penbangunan, nmaka pendekatan teknokratis dan paternalistik
harus ditinggal kan dan beralih kepada pendekatan dialogis dan
partisipatif dalam iklim denokratis, berwawasan kependudukan dan
berwawasan |ingkungan spesifik daerah Nusa Tenggara Tinmur. Untuk
itu perlu disusun kebijakan penbangunan daerah sesuai dengan
per masal ahan, tantangan, kendala, potensi, peluang dan aspirasi
masyarakat Nusa Tenggara Timur, oleh Penerintah Propinsi Nusa
Tenggara Ti mur bersama dengan Dewan Perwakil an Rakyat Propinsi Nusa
Tenggara Ti mur yang ditetapkan dal am Pol a Dasar Penbangunan Daer ah
tahun 2001 - 2004.

B. PENGERT! AN

Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
adal ah pokok- pokok kebijakan penbangunan daerah sebagai kehendak
rakyat yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

C MAKSUD DAN TWJUAN
Penyusunan dan penetepan Pola Dasar Penbangunan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Tinur dinmaksudkan untuk nenberikan arah
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pengel ol aan penbangunan kepada sel uruh konponen penbangunan vyaitu
penerintah dan masyarakat di daerah dal amrangka newj udkan ot onom
daerah yang bertanggungj anab dal am wadah Negara Kesatuan Republik
| ndonesi a.

D. LANDASAN

Pol a Dasar Penbangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
di susun dengan | andasan sebagai beri kut:

a. Landasan Idiil: Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945

c. Landasan Qperasional: Gris-garis Besar Hal uan Negara Tahun

1999
E. ASAS
Asas-asas unum pengel ol aan penbangunan daerah neliputi:
1. Asas Kepastian Hukum
Sel uruh konponen pengel ol a dan pengel ol aan penbangunan daer ah
di lingkup penerintah dan masyarakat harus tunduk dan taat pada

ket entuan hukum yang berlaku sebagai |angkah konkrit mewj udkan
suprenmasi hukum

2. Asas Tertib Penyel enggaraan Penbangunan

Pengel ol aan penbangunan daerah harus nenperhatikan tertib
adm ni strasi dan nmanaj enen ber dasar kan prinsip-prinsip
per t anggungj awaban publ ik, tertib hukum politis dapat

di pertanggungj awabkan kepada publik dan ekonoms nenguntungkan
masyar akat .

3. Asas Kepentingan Urum

Penbangunan Daerah dil aksanakan dem kepentingan masyarakat
serta nmenberi kan nanfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,
peni ngkat an kesej ahteraan mnasyarakat, pengenbangan pribadi warga
negara serta pelestarian nilai-nilai |uhur budaya dan kel estarian
fungsi |ingkungan hi dup.

4. Asas Kesei nbangan dan Proporsionalitas

Penbangunan daerah nencakup senua bi dang secara proporsional
baik material maupun spiritual, vyang dikelola secara terpadu
serasi dan selaras dem terwjudnya kesej ahteraan nmasyarakat |ahir
bat hi n.

5. Asas Proporsionalitas

Pengel ol aan penbangunan dil aksanakan ol eh pel aku penbangunan
yang nenguasai dan nemanfaatkan |PTEK secara bertanggungjawab
dengan nenper hati kan sungguh-sungguh nilai-nilai agama dan nilai-
ni lai | uhur budaya bangsa.

6. Asas Parti si pasi

Pengel ol aan penbangunan harus dil aksanakan bersama-sanma ol eh
masyar akat sebagai pel aku dan penerintah sebagai fasilitator dal am
suasana kem traan yang bertanggung j anab.

7. Asas Prioritas
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Pengel ol aan penbangunan daer ah har us menper ti nbangkan
ket er batasan potensi sunber daya yang ada dan dimliki serta
di nam ka per kenbangan | i ngkungan dengan nenet apkan skal a prioritas.

F. RUANG LI NGKUP
Pol a Dasar penbangunan daerah nmencakup senua aspek penbangunan
daerah di segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat dal am

wi | ayah  Propinsi Nusa Tenggara Tinmur dengan nenperhatikan
ket er paduan asas desentral i sasi, dekonsent r asi dan t ugas
penbant uan.

G SI STI MATI KA
Pol a Dasar penbangunan daerah disusun dengan sistinmatika
sebagai beri kut:

BAB | . PENDAHULUAN

BAB | I. KONDI SI - UMUM

BAB Ill. MSI, MSI, TUJUAN DAN STRATEG PEMBANGUNAN DAERAH
BAB | V. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. KAl DAH PELAKSANAAN

BAB VI . PENUTUP

BAB | |
KONDI SI UMM

A KONDI SI DAERAH

Nusa Tenggara Timur adalah wlayah kepulauan dengan |uas
daratan 47.349,9 knt* dan luas perairan +200.000 kn¥ nemliki 566
buah pul au, diantaranya 42 buah pul au yang dihuni, senentara 524
pul au lainnya tidak berpenghuni. Secara geografis, Nusa Tenggara
Timur adalah Propinsi paling selatang |ndonesia yang berbatasan

dengan Negara Australia dan Tinmor Tinmur, terletak di antara 8° -

12° Lintang Selatan dan antara 118° - 125° Bujur Tinur. Berbatasan
sebel ah Utara dengan Laut Flores, sebelah Selatan dengan Lautan
H ndia, sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan
sebelah Timur dengan Tinor Tinmur. WIayah MNusa Tenggara Tinur
secara admnistratif terbadi dalam 14 kabupat en/ kot a, 124
kecamat an, 309 Kel urahan dan 2207 desa.

Keadaan iklim pada unmummya Kkering (sem arid) dengan nusim
huj an yang pendek antara bul an Novenber - Maret dan nusi m kenarau
bul an April - Oktober dengan klasifikasi tipe iklimnmenurut Schm dt
dan Ferguson bervariasi dari B sanpai F, di nana tingkat penyebaran
tipe iklim E paling luas (48,8 %. Qurah hujan tidak nerata,
tertinggi di Pulau Flores bagian Barat, Pulau Tinor bagian Tengah
Pul au Sunba bagian Barat dengan rata-rata 1200 nm - 3000 mm per
t ahun. Sedangkan Pul au Fl ores bagi an Tinmur, Pulau A or, Pulau Sunba
bagian Timur dan beberapa bagian lainnya relatif kering dengan
rata-rata curah hujan antara 800 mm - 1000 nm per tahun. Secara
Mor f ol ogi sebagi an besar w | ayah Nusa Tenggara Ti mur ber bukit - buki t
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dan ber gunung- gunung dengan derajat kemringan rata-rata |ebih dari
50% sehi ngga sangat rawan terhadap berbagai bencana al am

Nusa Tenggara Tinmur nemliki keragaman bahasa, suku, agama,
sistem nilai dan tradisi nasing-nmasing, nenpunyai pola interaksi
sosial yang khas, berbasis gotong-royong dan sangat kaya dengan
nilai-nilai estetika, etika dan toleransi yang tinggi.

B. POTENS

Pot ensi penbangunan daerah di bedakan antara sunber daya al am
sunber daya manusi a, sunber daya investasi dan hasil penbangunan di
ber bagai bi dang.

1. Sunber Daya A am

Pot ensi sunber daya alam Nusa Tenggara Tinur terdiri atas
sunber daya |ahan pertanian, pertanbangan dan kelautan. Lahan
pertani an mencakup 33,7% dari luas wlayah daratan Nusa Tenggara
Tinmur, yang terdiri dari 2,6% |lahan basah dan 31% | ahan kering.
Dari luas |ahan pertanian tersebut terdapat 17 kawasan andal an yang
dapat di kenbangkan berbasis sistem agribisnis dan agroi ndustri yang
nmenghasi | kan konoditi unggul an seperti konoditi ternak di Tinor dan
Sunba dan konoditi perkebunan di Flores dan Al or. Potensi kel autan
dan perikanan neliputi 80,86% wilayah dari total luas + 200.000
kn?, dengan garis pantai nencapai 5.700 km belumternasuk perairan
ZEEl yang kaya dengan potensi sunber daya hayati kel autan nencapai
240.000 ton/tahun dan potensi nener 680.000.000 ekor/tahun.

Propinsi MNusa Tenggara Tinmur nmemliki potensi tanbang yang
dapat nenjadi sunber perekonom an daerah. Ada i ndikasi kandungan
mneral industri strategi seperti enmas, nmangan, barit, marnmer dan
gi ps yang belum diketahui besar depositnya. Beberapa jenis yang
t el ah di usahakan adal ah bahan galian untuk penbuatan senen seperti
bat u kapur, tanah liat dan pasir besi. Juga terdapat beberapa jenis
batuan bernilai ekspor antara lain: batu berwarna Pangajanwa di
Ende, batu hitam di A or dan Kolbano di Tinmor Tengah Selatan.
Unsur-unsur geotermal terdapat di daratan Pulau Flores berupa
sunber panas bum yang bel um di ketahui potensinya. Sunber energi
alternatif |ainnya seperti matahari, angin dan sunber air terjun
sebagi an sudah di ekspl oitasi, wal aupun bel um nmenberi kan hasil yang
nmenuaskan. Selain itu masih terdapat potensi w sata budaya, w sata
al am dan w sata bahari .

2. Sunber Daya Manusi a

Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur hasil sensus penduduk
tahun 2000 berjumah 3.929.039 orang, terdiri dari |aki-Iaki
sebanyak 1.991.791 orang (50,69% dan perenpuan 1.937.248 orang
(49,31% . Penyebaran tenaga kerja nenurut tingkat pendidi kan pada
tahun 1999: tidak sekolah 14,92% tidak/belum tamat SD 29, 45%
t amat SD 34, 77% t amat an SMIP 7, 56% t amat an
SMIA/ Akadem / Uni versitas 13,30% Data ini nenperlihatkan kualitas
sunber daya manusia dari segi pendidikan relatif rendah. AKibatnya
daya serap bagi an terbesar tenaga kerja masih nenunpuk pada sektor
tradi sional, dengan penyebaran: sektor prinmer 77,91% sektor


http://www.djpp.depkumham.go.id

sekunder 7% dan sektor tersier 15,09% dari total tenaga Kkerja
2. 853. 915 orang.

Deraj at kesehatan telah terjadi perbai kan, seperti terganbar
nmelalui  indikator: wusia harapan hidup (laki-laki 62,86 tahun,
per enpuan 65,06 tahun), angka kematian bayi 59 per 1000 kel ahiran
hi dup, Angka kematian Ibu 13 orang per 1000 kel ahiran, status gizi
bai k 50, 4% pada tahun 1995 dan neni ngkat nenjadi 61, 3% pada tahun
1999. Secara keseluruhan kualitas SDM dapat dilihat pada |ndeks
Penbangunan Manusia (I PV pada tahun 1996 sebesar 62, 1.

3. Sunber Daya | nvest asi

Penbangunan nmasih didomnasi oleh investasi penerintabh,
sehi ngga percepatan penbangunan relatif |anbat. D harapkan dal am
lima tahun ke depan investasi swasta berperan nmakin besar dan manpu
nmendorong perkenbangan perekonom an daerah, sehingga kegiatan
pel ayanan unum dan penberdayaan nasyarakat yang dilakukan ol eh
penerintah dapat dilaksanakan |lebih optinal. Kegiatan investasi
hi ngga 1999 baru nencapai PMDN Rp. 161.849,4 juta dan PVA $ 56. 858.

Kegi atan investasi tidak nerata, |ebih terkonsentrasi pada
pusat perkenbangan Kota Kupang yaitu PMDN nencapai 64, 9% dan PMA
64, 4% Kegi atan investasi PMDN dan PMA pada w | ayah |ainnya yaitu
(i) Kabupaten Kupang 12, 6% PNMDN, 22,3% PMA; (ii) Kabupaten TTU 2, 2%
PVA, (ii1i) Kabupaten Belu 4,5% PMA, (iv) Kabupaten A or 1, 6% PVDN,
(v) Kabupaten Flores Tinur 4,3% PVMDN dan 3, 1% PMA; (vi) Kabupaten
Sunba Tinmur 5,9% PMDN, 4,3% PMA, (vii) Kabupaten Sunba Tinur 5, 9%
PMDN, dan (viii) Kabupaten Sunba Barat 3, 6% PNA.

PMDN | ebi h didom nasi ol eh kegiatan industri, nencapai 67, 3%
diikuti dengan perikanan 11% pariwisata 9,1% perkebunan 8,1,
perumahan 2,7% peternakan 1,5% dan penerangan 0, 3% Sedangkan
I nvestasi PMA di dom nasi ol eh penerangan dan tel ekonmuni kasi 64, 4%
peri kanan 19, 6% peternakan 12,3% pariw sata 3, 6%

C HASI L- HASI L PEMBANGUNAN

Penbangunan yang telah dilaksanakan nenunjukkan adanya
kemaj uan, perkenbangan, peningkatan dan pertunbuhan di berbagai
bi dang kegi atan yang nerupkan pot ensi penbangunan;

1. Ekonom Rakyat

Per ekonom an Propinsi Nusa Tenggara Tinur sejak tahun 1997
nmengal am tekanan yang cukup besar akibat krisis ekonom yang
ber pengaruh terhadap pertunbuhan ekonom dan daya beli nasyarakat.
Per tunbuhan ekonom Nusa Tenggara Tinmur tahun 1997 (atas dasar
harga konstan 1993) sebesar 5,62% kenudi an nenurun menjadi -2,73%
pada tahun 1998, dan neningkat |agi menjadi 2, 74% pada tahun 1999.
Ti ngkat pertunbuhan perekonom an yang relatif rendah disebabkan
ol eh basis ekonom vyang relatif terbatas dan struktur perekonom an
yang bel um sei nbang. Struktur perekonom an nasi h di dom nasi sektor
pertani an yang cenderung neningkat dalam penbentukan PDRB dengan
kontribusi 39,01% tahun 1997, tahun 1998 neni ngkat mmenjadi 39, 21%
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dan 44,05% pada tahun 1999. Sektor industri yang mnerupakan sektor
prioritas nenberi kan kontribusi, masih sangat kecil sebesar 2,03%
pada tahun 1997, 1,98% pada tahun 1998 dan 1, 88% pada tahun 1999
Kecender ungan peni ngkat an pada kegi at an kepari w sat aan.

Pendapat an perkapita penduduk mnerupakan sal ah satu indikat or
ti ngkat kemakmuran masyar akat. Pada tahun 1997 pendapat an perkapita
Nusa Tenggara Timur nenurut harga berlaku sebesar Rp. 1.055. 295, -,
tahun 1998 neningkat nenjadi Rp. 1.239.499,- dan pada tahun 1999
menjadi Rp. 1.397.805. Walaupun pendapatan perkapita nmeningkat
namun daya beli masyarakat bel um manpu nenmenuhi kebut uhan konsunsi
dan kebutuhan produksi karena nmasih terjadi inflasi yang relati

tinggi.

Total pengel uaran per kapita perbulan pada tahun 1999, untuk
kel onpok rmasyarakat dengan pengeluaran sanpai dengan Rp. 99.999
per bul an sebanyak 83,61% kel onpok pengeluaran Rp. 100.000 sanpa
dengan Rp. 199.999 sebesar 14,02% sedangkan kel onpok pengel uaran
di atas Rp. 200.000 hanya 2,37% Data ini nenperlihatkan rendahnya
daya beli per kapita masyarakat Nusa Tenggara Ti nur.

2. Penbangunan Pendi di kan Rakyat

Penbangunan pendidikan juga telah nenunjukan berbagai
kemaj uan. Perkenbangan penbangunan pendi di kan pada tahun 1999 dapat
di ganbar kan bahwa: (a). Pendi di kan yang tamat SD dan tidak tamat SD
sebesar 75,21% (b). Tamat SLTP 7,56% dan tamat SLTA 2,72% (c).
Rata-rata NEM lulusan SD 5 - 6, lulusan SLTP 5,25 - 5,80, |ulusan
SMJ 5,38 dan lulusan SWK 5,47, (d). Angka partisipasi nmurni SD'M
sebesar 10, 61% dan angka transisi SD)M sebesar 61,34% (e). Angka
put us sekol ah SD 3, 83% dan SLTP 4, 11% (f). Angka partisipasi murn
SLTP sebesar 45, 01%

Pada dasarnya permasalahan guru di Nusa Tenggara Tinur
berki sar pada jumah yang tidak nencukupi untuk daerah-daerah
pedal aman, nmutu dan Selera konsunen atas suatu barang atau jasa
tertentu. Kedua, tingkat pemahanman dan pengetahuan nasyarakat
terhadap kualitas hidup yang relatif masih rendah. Kondisi ini
di i ndi kasi kan ol eh: a). Kurangnya pengetahuan nasyarakat terutana
di pedesaan tentang paradi gnma hidup sehat, b). Rendahnya kualitas
i ngkungan, c¢). Menburuknya status gizi khususnya pada kel onpok
penduduk wusia di bawah Iima tahun sehingga dapat nenurunkan
kualitas fisik dan intelektual, d). kondisi alam yang kurang
nmengunt ungkan bagi kehi dupan masyarakat. Keenpat, masih kental nya
nilai-nilai tradisional sehingga nengaki batkan perilaku mnasyarakat
yang lebih berorientasi pada pola hidup konsuntif. Kelins,
| anbat nya pemuli han ekonom . Kondisi ini diindikasikan oleh: a).
Kur angnya i nvestasi swasta sehi ngga nengaki bat kan nmasi h terbatasnya
kesenpatan kerj a, masi h tingginya jumah pengangguran, b) .
Meni ngkat nya jum ah drop out pada berbagai tingkat pendidikan, c).
Kurang di per hati kannya hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja,
nmeni ngkat nya pemutusan hubungan kerja (PHK), d). Masih banyaknya
penduduk (116,628 orang) yang nemlih hidup/tinggal di dalam
kawasan hutan |i ndung.
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3. Rendahnya Ti ngkat Pendi di kan Rakyat .

Per masal ahan rendahnya tingkat pendidi kan rakyat tercermn
dari tingkat pendidikan rakyat atau penduduk usia sekolah yang
tidak atau bel um pernah bersekol ah sebesar 376.170. D ketahui pula
bahwa penduduk yang tidak atau belum tamat sekol ah dasar sebesar
989. 890 orang. Sedangkan yang berpendi di kan sekol ah dasar sebesar
880.890 orang. Ganbaran tersebut nenunjukkan bahwa tingkat
pendi di kan penduduk Nusa Tenggara Timur mnmasih sangat rendah
sehi ngga penanganan pernasal ahan pendi di kan nenjadi pernasal ahan
yang nenonjol di Propinsi Nusa Tenggara Ti nur.

Masal ah kedua adal ah nmutu pendi di kan yang rendah. Selanma |inma
tahun terakhir, sebagai contoh NEM rata-rata SD hanya nencapa
5,00-6,00, SLTP 5,52-5,80. Pada tahun 1999, NEM rata-rata SMJ SMK
di Nusa Tenggara Tinmur hanya nencapai 5,38 (SMJ) dan 5,47 (SW).
D sanping itu, jenis pendidi kan bel um sesuai dengan peta kebutuhan
daerah (relevansi sekolah) dimana sekol ah-sekol ah kejuruan mnasih
bel um nenadai  keberadaannya baik jumah naupun kualitasnya.
D sanping itu, masalah kesenpatan belajar juga terbatas. Angka
partisipasi murni menunj ukkan bahwa nmasih terdapat sekitar 10,61%
anak usia sekol ah dasar yang bel um nmengenyam sekol ah dasar karena
angka transisi SDM sebesar 61,34% Angka itu akan semaki n besar
bila ditanbah dengan angka putus sekolah yang nencapai 3,83%
Senentara itu, angka partisipasi murni SLTP hanya nencapai 45, 01%
sel ain angka putus sekol ah yang nencapai 4,11% Masih tinpangnya
ratio jum ah sekol ah dan guru antara daerah yang satu dengan daer ah
lainnya terutanma antara perkotaan dan pedesaan serta kualifikasi
guru yang | ayak bel um nmemadai sesuai kebut uhan.

4. Rendahnya Ti ngkat Kesehatan Rakyat .

Per masal ahan penbangunan kesehatan di NIT adalah nasih
rendahnya deraj at kesehat an nmasyarakat. Kondisi ini dicirikan ol eh:
ti nggi nya angka kematian kasar (AKK), angka kematian ibu (AKl),
angka kenmatian balita (AkBal) dan angka kematian bayi (AKB). AKK
Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998 sebesar 8,7% per 1.000
kel ahiran, lebih tinggi dari AKK nasional sebesar 7,5% per 1.000
kel ahiran. Senentara AKB sebesar 48 per 1.000 kel ahiran hidup,
lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang nencapai 41
per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Nusa Tenggara
Timur adal ah 860 per 100.000 Kkelahiran hidup, hanpir tiga kali
i pat dari angka nasional yang nencapai 373 per 100.000 kel ahiran
hi dup. Sedangkan AKBal di Nusa Tenggara Ti nur mencapai 82 per 1.000
balita dan angka nasi onal mencapai sebesar 81 per 1.000 balita.

Rata-rata jumah hari sakit nendekati 100 hari per orang dan
penyakit yang diderita |ebih banyak bersifat |aten yang sebel utmya
tidak pernah terdeteksi. Kondisi ini sangat nenpengaruhi tingkat
produksi dan produktivitas masyarakat. D sanping itu, beberapa
per masal ahan |ainnya adalah: (a). masih terbatasnya fasilitas
kesehatan rumah sakit, (b). Menurunnya kualitas |ayanan rumah
sakit, (c). Meningkatnya pertanbahan penduduk yang belum dii kut
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dengan ketersediaan |ayanan tenpat tidur di rumah sakit dari 46,9
tenpat tidur per 100.000 orang nenjadi 43,2 tenpat tidur per
100. 000 orang, (d). Kurang seinbangnya rasio dokter, para nedi s,
juru rawat, jum ah sarana dan prasarana kesehatan terhadap juniah
masyar akat, |uasnya jangkauan |ayanan kesehatan. (e). Pada tahun
1999 telah dicapai Usia Harapan H dup (UHH) |aki-Ilaki 62,86 tahun
dan perenpuan 65,06 tahun.

Per masal ahan penbangunan kesehatan di NTT tidak hanya
di sebabkan ol eh faktor-faktor kesehatan, tetapi disebabkan juga
oleh faktor-faktor lain seperti: (a). Permasalahan kem skinan
sebagai mrana telah diterangkan di atas, (b). Krisis ekonom yang
nmenpengar uhi menurunnya  al okasi anggaran bidang penbangunan
kesehatan, (c). Daya beli nasyarakat yang cenderung nenurun
termasuk kemanpuan untuk nenbeli jasa |ayanan kesehatan, (d).
Rendahnya tingkat pendidi kan mnasyarakat, (e). Tingkat kesulitan
geografis dan topografis NIT dengan tingkat kemringan yang tinggi,
sehi ngga nenyul i tkan jangkauan |ayanan kesehatan sanpai ke daerah
terpencil, jum ah tenaga nedis seperti dokter dan tenaga non nedis
masi h kur ang.

5. Parti si pasi Masyar akat .

Sal ah satu permasal ahan penbangunan di daerah NIT adal ah
rendahnya tingkat partisipasi nasyarakat terutama yang berkaitan
dengan penganbil an keputusan. Hal ini terlihat sejak proses
per encanaan, pel aksanaan, pengawasan dan evaluasi penbangunan,
di mana peran masyarakat masih relatif rendah. Kurang terlibatnya
masyar akat dalam proses penbangunan berakibat pada sikap dan
perilaku rmasyarakat yang kurang nenguntungkan bagi pr oses
pel aksanaan penbangunan daerah. Rendahnya tingkat parti sipasi
masyar akat nanpak pul a pada | emahnya si kap proaktif dan kreativitas
masyar akat . Hal i ni nmengganbarkan rmasih kurang optinmal nya
penber dayaan masyarakat nelalui penberdayaan nanusia, usaha dan
[ingkungan (tri daya) yang sesungguhnya perlu segera ditingkatkan
agar ki nerja penbangunan daerah dapat ditingkatkan. Faktor penyebab
per masal ahan diatas antara lain: (a). Belumluasnya kesenpatan yang
di beri kan kepada nasyar akat untuk  mengenbangkan inisiatif,
kreativitas dan sikap nandiri berkenaan dengan Kketerlibatannya
dal am berbagai aktivitas penbangunan, (b). Belum terdorongnya
masyar akat untuk nenerina inovasi penbangunan.

6. Pel aksanaan & onom Daer ah.

Sal ah satu pernasal ahan ot onom daerah adal ah berkenaan dengan
cara pandang tentang wurgensi pel aksanaan otonom daerah itu
sendiri. Pada dasarnya otonom daerah nmemliki 3 aspek yaitu: aspek
personalia, aspek penbiayaan dan aspek prasarana sehingga manpu
nmendor ong kreativitas, pel ayanan prima dan denokr ati sas
pengel ol aan penbangunan, penyel enggaraan peneri ntahan dan pel ayanan
kemasyar akatan. Cara pandang yang mnasih bersifat parsial telah
nmengaki bat kan adanya ketinpangan koordinasi pel aksanaan ketiga
aspek di atas sehingga pel aksanaan otonom daerah nenjadi senpit
dan kurang bernmakna. Kondisi ini telah nenpengaruhi kermauan baik
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penerintah untuk secara bertahap neningkatkan kesejahteraan
masyar akat dan ke depan akan nenpengar uhi kermauan bai k peneri nt ahan
reformasi untuk nengurangi, nenberantas praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepoti sne sebagai mana yang antara | ain disyaratkan cl ean gover nnment
dan good gover nance.

7. Bel um Mer at anya Penyebar an | nfrastruktur.

Infrastruktur penbangunan nerupakan prasyarat Kkeberhasil an
penbangunan pada unumya. Kondisi penbangunan infrastruktur yang
secara kualitas dan kuantitas dirasakan bel um cukup untuk nenunjang
terl aksananya penbangunan sebagai mana di harapkan, telah nenjadi
prioritas perhati an peneri nt ah. Ket er sedi aan i nfrastruktur
penbangunan ekonom , pendi di kan, kesehatan dan sosial serta bidang
penbangunan | ai nnya seperti: air bersih, |ingkungan perumahan yang
ber si h, sekol ah, rumah sakit, puskesmas/ pust u, pasar, al at
transportasi, prasarana jalan dan jenbatan, pelabuhan |aut dan
udara, runmah ibadah, kel enbagaan ekonom sosial, budaya nasyarakat
dan l|ainnya yang nasi h kurang dan bel um nerata persebarannya atau
masi h t er konsent r asi pada daer ah- daer ah per kot aan tel ah
nmengaki bat kan kurangnya m nat investasi khususnya investasi swasta
dal am nengel ol a berbagai ketersediaan sunber daya alam yang ada
pada kawasan- kawasan pengenbangan di NTT.

8. Pengel ol aan Li ngkungan Yang Bel um Qpti nal .

Per spekti f [ i ngkungan penbangunan terdiri dari : (a).
Li ngkungan sosial, (b). Lingkungan buatan, (c). Lingkungan alam
Li ngkungan sosi al berhubungan dengan peril aku, pola tindak, sikap
mental nmasyarakat. Lingkungan buatan berhubungan dengan berbagai
kegi atan atau perbuatan manusia untuk mengubah sesuatu yang bel um
dan kurang nenjadi sesuatu yang ada dan |ebih. Lingkungan al am
ber hubungan dengan anugerah yang diterima oleh nmanusia dan
masyar akat nel al ui al am at au sunber daya al am

Bel um opti mal nya pengel ol aan berbagai |ingkungan yang ada
di sebabkan oleh faktor tingginya Ilahan Kkritis dan tingginya
frekuensi tinbul nya ancaman bahaya kekeringan akibat kondi si

alaniklim Kondi si t er sebut nmendor ong adanya penur unan
keanekaragaman hayati. Penyebab lain adalah rendahnya tingkat
di versifikasi energi sehingga nenekan kondisi |ingkungan, adanya

potensi rawan bencana seperi bencana alam penyakit dan belum
terbinanya sikap solidaritas, sikap akulturasi dan inkulturas
serta kurangnya penahanman tentang nilai-nilai inovasi, nodernitas
atau nilai-nilai universal |ainnya bagi suatu kehi dupan yang i deal .

9. Tat a Ruang.

| npl enent asi tata ruang yang tidak konsisten sesuai
perunt ukannya telah neninbul kan berbagai pernmasal ahan penataan
ruang. Faktor penyebabnya antara lain: (a). Msih rendahnya
pemahaman fungsi tata ruang, (b). Rendahnya aspek penegakan hukum
(law enforcenent), (c). Masih rendahnya tingkat kualitas produk
tata ruang aki bat kurang manpunya tata ruang tersebut beradaptas
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dengan di nam ka penbangunan, (d). Adanya pernmasal ahan atau konflik
t anah.

10. Penyel esai an Pengungsi Ti nor Ti nur.

Besarnya jum ah pengungsi di bandi ngkan daya tanpung dan
kemanpuan daerah telah berpengaruh nyata terhadap Kkinerja
penbangunan daerah, baik nenyangkut keamanan, pelayanan sosi al
ekonom dan psi kol ogi s nmasyar akat terutama berkaitan dengan isu-isu
kerusuhan, sanksi PBB dan [ ai nnya.

11. Tant angan Q obal i sasi .

A obalisasi telah nenpengaruhi berbagai aspek kehi dupan
masyarakat yang antara lain neliputi aspek ekonom, politik dan
sosi al budaya. Berdasarkan kondisi ini diperlukan persiapan untuk
nmeni ngkat kan kemanpuan adaptasi dan nemlih danpak gl obalisasi
unt uk peni ngkat an kesej aht eraan masyar akat Nusa Tenggara Ti nur.

12. Lemahnya Penegakan Hukum dan HAM

Lemahnya penegakkan hukum dan hak asasi mnmanusia (HAM secara
konsi sten dan konsekuen antara lain disebabkan oleh belum
terl aksananya penbangunan hukum yang konprehensif baik yang
ber hubungan dengan nmateri, perangkat dan kel enbagaan hukum
I ntensitas peni ngkat an pr oduk per at ur an per undang- undangan,
termasuk peraturan daerah (Perda) dan peningkatan kapasitas
aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada
kenyat aannya tidak diinbangi dengan peningkatan integritas nora
dan profesionalitas aparat penegak hukum kesadaran, mnutu pel ayanan
publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibat kepastian hukum
dan jam nan hukum tidak tercipta yang akhirnya nel emahkan penegakan
supremasi  hukum senmakin neluasnya praktek KKN, semakin sulit
nmencari kebenaran dan keadil an.

Tekad untuk menberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisne
(KKN) di berbagai bidang penerintahan unum dan penbangunan pada
kenyat aan bel um dii kuti ol eh | angkah-|angkah nyata dan kesungguhan
penerintah termasuk aparat penegak hukum untuk nenerapkan dan
nmenegakkan hukum Adanya intervensi dan atau pengaruh pihak lain
dal am penyel esaian proses peradilan, senmakin nelemahkan upaya
mewuj udkan penerintahan yang bersi h dan berw bawa. Kondi si dem ki an
nmengaki bat kan penegakan dan perlindungan hukum serta penghor mat an
HAM nasi h nenprihatinkan yang tercermn dari terjadinya berbaga
pel anggar an HAM

BAB |11
VISI, MSI, TUJUAN DAN STRATEG PEMBANGUNAN DAERAH
A VI S|

Terwj udnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Ti nur yang
mandiri, maju dan sejahtera | ahir dan bathin secara adil dan nerata
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ber dasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republ i k | ndonesi a.

B. M S

Dem terwjudnya manusia dan nmasyarakat Nusa Tenggara Ti nmur
yang maj u, mandiri dan sejahtera secara adil dan nerata, maka ms
penbangunan daer ah adal ah:

nMeni ngkat nya pemahanan, penghayatan dan pengamal an terhadap
nilai-nilai |[uhur Pancasila secara baik dan benar, terutama
dal am menunbuhkenbangkan prinsip saling nenghormati antara
ber bagai konmunitas yang berbeda, tegaknya suprenmasi hukum dan
hak asasi nmanusia, berbudi pekerti |uhur, berdisiplin tingg
dan berwawasan jender dem terwjudnya keamanan, Kketertiban,
ket entraman dan kedamai an dal am kehi dupan ber bangsa, bernegara
dan ber masyar akat .

nMenber dayakan mnasyarakat nelal ui peningkatan kualitas sunberdaya
manusi a sebagai pel aku utama penbangunan nel al ui optinmal i sasi
penber dayaan ekonom rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan
rakyat dengan dukungan aparatur penyel enggara penerintahan
daerah sebagai fasilitator yang profesional, adil, jujur,
transparan serta bebas kol usi, korupsi dan nepotisne.

nMewuj udkan ot onom daerah yang bertanggungj awab sebagai proses
denokrati sasi dan penerataan penbangunan dal am wadah Negara
Kesat uan Republ ik |ndonesia dengan nenupuk kerjasama regiona
gan iQternasionaI bagi kepentingan masyarakat dan penbangunan
aer ah.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tuj uan penbangunan daerah Nusa Tenggara Tinur adal ah
t erwsj udnya manusia dan mnasyarakat Nusa Tenggara Tinur yang usia
harapan hi dupnya panjang dengan derajat kesehatan yang tinggi,
nmenpunyai penget ahuan dengan kemanpuan nenguasai, nenanfaat kan dan
nmengenbangkan il nu penget ahuan serta nenpunyai standart hidup |ayak
yang di ukur dengan PDRB Riil Per Kapita (daya beli).

D. STRATEG PEMBANGUNAN DAERAH

Strat egi penbangunan daerah adal ah Pertunbuhan Melalu
Pener at aan dengan prinsip nmenbangun dari apa yang dimliki rakyat
dan apa yang ada pada rakyat, nel al ui:

nPeni ngkatan kualitas sunber daya manusia yang dititikberatkan
pada penbangunan ekonom , pendi di kan dan kesehat an.
nPenguat an dan peni ngkat an kemanpuan kel enbagaan ekonom , politik,

hukum agama dan sosial budaya pada |ingkup penerintah dan
masyar akat .
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nPengal okasi an sunber daya secara pr opor si onal dan
ber t anggungj awab.

BAB |V
ARAH PEVBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tujuan dan strategi penbangunan daerah yang
di t et apkan, maka penbangunan daerah diarahkan pada peningkatan
kual i tas sunmber daya manusi a dal am t at anan masyarakat Nusa Tenggar a
Ti mur, dengan sasaran neni ngkat kan produksi dan produktivitas yang
di ukur dengan perbai kan daya beli per kapitan, sehingga secara
mandi ri  ber kemanpuan nengel ol a pendi di kan dan kesehatan sebagai
i ndi kat or masyar akat nmaj u dan sej ahter a.

Sej alan dengan arah dan sasaran penbangunan daerah, nmaka
prioritas penbangunan daerah pada Bi dang Ekonom , Bi dang Pendi di kan
dan Bi dang Kesehatan sebagai kebijakan pokok dan didukung secara
terpadu oleh bidang-bidang lainnya yang neliputi Bi dang
Kesej ahteraan Sosial; Hukum dan HAM Politik dan Penerintahan
Daerah; Agama, Keanmanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
serta Penat aan Ruang sebagai kebijakan penunjang.

1. Bi dang Ekonom

Bi dang Penbangunan Ekonom di arahkan pada penberdayaan ekonom
rakyat dengan sasaran nenberi kan akses yang adil dan nerata bag
sel uruh | api san nmasyarakat di dal am proses produksi, distribusi dan
konsunsi tanpa nerusak sunber daya alam dan [|ingkungan, nelal ui
agenda- agenda sebagai beri kut :

nMengenbangkan basis-basis ekonom rakyat nelalui peningkatan
kualitas sunber daya manusia yang berkemanpuan mnenanfaatkan
t eknol ogi untuk nenenuhi kebutuhan pangan serta neningkatkan
mutu dan junmiah konoditi ekspor dan substitusi inpor yang
berdaya saing tinggi di pasar donestik dan  pasar
i nt er nasi onal

nMenci pt akan i klim yang kondusif bagi penberdayaan ekonom rakyat
nmel al ui pengenbangan kemanpuan kew r aswast aan dan
kew rausahaan mnasyar akat; pengenbangan | enbaga keuangan m kro
dan |enbaga penjamn kredit (nodal wusaha); kenudahan bagi
masuknya i nvestasi dari |uar daerah, pinjaman dan bantuan | uar
negeri; pengenbangan usaha kecil dan nenengah | okal nel al ui
pola kemtraan-usaha, ket er paduan  sektor usaha mlik
negar a/ daerah, swasta dan koperasi; peningkatan kenmanpuan
kel enbagaan, bai k tradisi |okal maupun pranata ekonom noder n;
dem terciptanya |apangan Kkerja dan perluasan Kkesenpatan
ber usaha.

nMeni ngkat kan pener at aan kepem |i kan dan penmanfaat an faktor-faktor
produksi, terutama nenbuka akses masyarakat gol ongan ekonom
| emah terhadap nodal wusaha, infornasi pasar, penguasaan
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keteranpilan dan teknologi yang didukung dengan penyedi aan
prasarana dan sarana produksi dal am rangka nenperkuat basi s-
basis ekonom rakyat sehingga dapat nendorong peningkatan
pendapatan asli rakyat yang gilirannya akan nendorong
pertunbuhan perekonom an daerah, peningkatan sunber-sunber
pendapat an daerah nel al ui pajak, retribusi dan sunber-sunber
pendapat an daerah |ainnya serta kemandirian nasyarakat dal am
mewuj udkan ot onom daerah yang bertanggungj awab.

nMenunbuhkan i ndustri yang manpu berkenbang cepat dengan
memanf aat kan dan nengelola sunber daya alam |okal yang
mem | i ki keunggul an konparatif dan konpetitif, mem|liki akses
luas pasar donestik dan pasar internasional, nengutamakan
industri padat karya dengan nenanf aat kan tenaga kerja set enpat
sebagai upaya nengat asi per nmasal ahan ket enagakerjaan di sektor
pert ani an/ pedesaan.

nMeni ngkat kan kegi atan penelitian, pengenbangan dan penbi naan
sistem ekonom kerakyatan dengan nenggal ang kerjasanma yang
terpadu antara instansi terkait, dunia wusaha, LSM dan
Perguruan Tinggi dan keterlibatan berbagai pihak dari |uar
negeri .

2. Bi dang Pendi di kan

Bi dang Penbangunan Pendi di kan diarahkan pada peni ngkatan
deraj at dan kual itas pendidi kan rakyat yang ber kemanpuan nenguasai,
mermanf aat kan dan nengenbangkan | PTEK berdasarkan nilai-nilai noral
dan etik. Berdasarkan arah tersebut, maka sasaran Bidang
Penbangunan Pendi di kan jangka panjang adalah penerataan dan
peni ngkatan nutu pendi di kan pada berbagai jenjang dan jenis, dan
sasaran Bi dang Penbangunan Pendi di kan j angka pendek dititi kberatkan
pendi di kan non-formal dengan sasaran neni ngkat kan kual i t as angkat an
kerja produktif wuntuk menperoleh keteranpilan yang praktis dan
aplikatif sesuai dengan tuntutan dan Kkebutuhan penbangunan.
Pencapai an sasaran tersebut dil aksanakan nelalui agenda-agenda
sebagai beri kut:

nMeni ngkatkan mutu pendidikan fornmal dan non formal nelal ui
pemant apan | enbaga pendi di kan, peni ngkatan nmutu nmanaj emen yang
berbasi s sekolah, jumah dan nutu tenaga pendidi kan, nmutu
materi  pendi di kan dengan nengitensifkan kurikulum nuatan
| okal , pendidi kan keteranpilan, pendidikan aganma, pendidikan
budi pekerti, seni budaya daerah dan nilai-nilai Pancasila,
dengan nenberi kan perhatian khusus pada pendidi kan kej uruan
pada berbagai jenjang dan jenis pendi di kan pada sekol ah negeri
dan swast a.

nMengupayakan penerat aan kesenpatan bel aj ar pada pendi di kan fornma
dan non formal yang di sel enggarakan ol eh peneri ntah dan swasta
nmel al ui  penyedi aan prasarana dan sarana pendidikan serta
di stribusi tenaga pendi di kan.
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nMengenbangkan Kkerjasama yang terpadu antara penerintah, dunia
usaha swasta, koperasi, LSM dan Perguruan Tinggi untuk
meni ngkat kan kenmanpuan nasyar akat nenguasai, nenmanfaatkan dan
nmengenbangkan | PTEK dal am usaha agri bi snis, agroindustri dan
agrowi sata yang nem li ki keunggul an koperatif dan konpotitif,
nmel al ui  pendi di kan non-formal, balai |l|atihan kerja, sentra-
sentra kegiatan ekonom, pola penbinaan sistem inkubator,
pemagangan serta nmengintensifkan |enbaga penyul uhan dan
penbi naan mnasyarakat yang nenbuka peluang bagi penciptaan
| apangan kerja dan kesenpatan berusaha nmandiri.

3. Bi dang Kesehat an

Bi dang Penbangunan Kesehatan diarahkan untuk nengenbangkan
kemanpuan rmasyarakat dalam mengelola kesehatan secara nandir
dengan sasaran neni ngkat nya derajat kesehatan rakyat yang tingg
dan usia harapan hidup yang panjang. Pencapai an sasaran tersebut
nmel al ui agenda- agenda:

nMeni ngkat kan kemanpuan nanusia dan nmasyarakat untuk nengel ol a
pol a hi dup sehat bagi diri dan |ingkungannya.

nMeni ngkat kan dan menper | uas j angkauan pel ayan kesehat an
penerintah dan swasta nel al ui peni ngkat an kual i tas, junlah dan
kinerja tenaga nedis dan paranedis; peningkatan kel enbagaan
kesehat an; penerataan penyediaan obat dengan harga yang
t erj angkau masyarakat; serta peni ngkat an dukungan prasaran dan
sar ana kesehat an.

nMengenbangkan kerjasanma dan kemtraan antara penerintah dan
swasta bagi perbaikan gizi nasyarakat, pengawasan terhadap
obat, bahan nakanan dan m numan, penyediaan air Dbersih,
pel ayanan kesehatan ibu dan anak, gerakan Kel uarga Berencana,
pel ayanan kesehatan jiwa, pengawasan terhadap penyal ahgunaan
Nar koba dan penanggul angan bahaya H 'V Al DS

4. Bi dang Kesej aht eraan Sosi al

Bi dang Penbangunan Kesejahteraan Sosi al di arahkan pada
penber dayaan manusi a dan nmasyar akat dengan sasar an
menunbuhkenbangkan kebersanmaan, kesetiakawanan sosial, etos kerja,
disiplin, sportivitas dan daya juang yang dilaksanakan nelalu
agenda- agenda:

nMeni ngkat kan kemanpuan dan kepedul i an masyarakat terhadap upaya
penyel amat an dan penberdayaan penyandang nasal ah kesej aht er aan
sosi al: penyandang cacat, fakir mskin, anak terlantar dan
kel onmpok rentan sosial, korban bencana alam nelalu
pendi di kan, pelatihan, penguatan kel enbagaan sosial dan
penyedi aan | apangan kerj a.

nMeni ngkat kan  perlindungan nasyar akat, mel al ui penber dayaan
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masyar akat dal am rangka kesiapan pel aksanaan penyel anatan,
penanggul angan dan rehabilitasi bencana alam dan bencana
[ ai nnya.

nMenci pt akan iklim vyang kondusi f bagi nmasyar akat unt uk
nmengenbangkan nilai-nilai dan pranata tradisi sosial budaya
| okal, serta nmengenbangkan bahasa Daerah dalam nenperkaya
khasanah perbendahar aan bahasa | ndonesi a.

nMeni ngkat kan kemanpuan manusi a dan nasyarakat untuk nel estarikan
nilai-nilai seni-budaya daerah nelalui penberdayaan sentra-
sentra Kkesenian (sanggar seni) rmasyarakat sebagai aset
penbangunan daer ah.

nMeni ngkat kan kemanpuan perenpuan dal am iklim yang kondusif dem
terwij udnya kesetaraan dan keadilan jender dalam kehi dupan
ber masyar akat, berbangsa dan bernegar a.

nMengenbangkan suasana yang sehat dan terbuka bagi penbinaan
generasi nuda untuk nmengaktual i sasi segenap potensi, bakat dan
m nat, sekaligus nencegah ancaman budaya destruktif.

nMeni ngkat kan kebugaran, disiplin, daya juang dan sportivitas
manusi a dan nasyarakat nel al ui kegi at an ol ahraga.

nMengenbangkan kerjasama terpadu antara instansi terkait, dunia
usaha swasta dan LSM dal am peni ngkatan nmutu dan jum ah tenaga
kerja produktif, penbinaan | enbaga ket enagakerjaan, penyebaran
penduduk nelalui transmgrasi |okal dalam rangka perluasan
| apangan kerja dan kesenpat an ber usaha.

nMeni ngkat kan  kesej ahteraan keluarga kecil bahagia nelalu
peni ngkat an kesadaran tentang KB Mandiri .

5. Bi dang Hukum dan Hak Asasi Manusi a

Penbangunan Bi dang Hukum dan HAM di arahkan untuk mewuj udkan
supremasi hukum dan penegakan HAM nel al ui agenda- agenda:

nMeni ngkat kan kesadar an hukum masyar akat ; kemanpuan,
profesionalisnme dan keteladanan aparat hukum  penguat an
kel enbagaan hukum termasuk penyidik PPNS, dan penbentukan
mat eri  hukum

nMel aksanakan penelitian dan pengkajian bagi penbentukan dan
pengenbangan nateri hukum termasuk rmateri hukum adat
pertanahan nel al ui kerjasama perguruan Tinggi, LSM dan Lenbaga
Penelitian terkait.

nMeni ngkat kan kesadar an nmasyar akat tentang HAM
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6. Bi dang Politik dan Penerintahan

Bi dang Penbangunan Politik dan Penerintahan diarahkan pada
peni ngkat an kemanpuan manusi a dan masyarakat untuk mnengenbangkan
kehi dupan politik yang denokratis dengan sasaran terwjudnya
peneri ntahan yang berw bawa, yang dil aksanakan nelalui agenda-
agenda:

nMeni ngkat kan kesadaran politik rakyat nelalui pendidikan politik,
kormuni kasi  politik dan keteladanan yang dilaksanakan ol eh
infrastruktur politik dem penmantapan peran aktif rakyat yang
lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab dalam proses
penyel enggar aan penerintahan dan penbangunan, sekaligus untuk
nmengenbangkan tata kehi dupan politik yang denokratis, terbuka
dan stabil dal amrangka penegakan si st em Denokrasi Pancasil a.

nMeni ngkat kan kemanpuan, prof esi onal i sne dan integritas
penyel enggaran penerintahan pada tingkat suprastruktur politik
dem terwjudnya penyel enggaraan penerintahan dan penbangunan
yang bebas KKN

nMengenbangkan dan neni ngkatkan kerjasama di  segala bidang
penbangunan dan penerintahan atas dasar saling nmenghornmati dan
sal i ng nmenguntungkan dengan Kabupaten dal am Propinsi, dengan
Propi nsi lain, dan dengan badan atau | enbaga | okal, regional
nasi onal dan i nternasi onal

nMemant apkan dan nmengenbangkan pr of esi onal i sne apar at ur
pernerintahan sebagai fasilitator dalam nel aksanakan fungsi
pel ayanan, f ungsi penberdayaan dan fungsi penbangunan,;
peni ngkatan disiplin dan Kkinerja; perbaikan kesejahteraan
serta perbai kan prasarana dan sarana kerj a.

nMeni ngkat kan akses mnasyarakat terhadap informasi penbangunan dan
peneri ntahan nelalui peningkatan peran nedia nmassa dan
penguat an | enbaga penber dayaan nmasyar akat .

7. Bi dang Agana

Bidang Penbangunan Aganma diarahkan untuk nengenbangkan
kerukunan antar wumat beragama yang dil aksanakan nelalui agenda-
agenda:

nMenunbuhkenbangkan semangat kemaj enukan dengan prinsip saling
menghormati dem terwj udnya kehidupan yang harnonis secara
ber kel anj ut an.

nMengenbangkan iklim yang kondusif bagi peningkatan peran aktif
t okoh-t okoh agama dalam seluruh aspek kegiatan sosial
kemasyar akat an.

nMeni ngkat kan kemanpuan kel enbagaan aganma untuk berperan secara
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maksi mal nel al ui penyedi aan prasarana dan sarana yang nenadai .
8. Bi dang keamanan Ketentranman dan Ketertiban Masyar akat

Bidang Penbangunan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat di arahkan pada peningkatan kesadaran manusia dan
masyar akat untuk berpartisipasi dal am nmewj udkan suasana kehi dupan
yang anman, tentram dan tertib, yang dilaksanakan nel al ui agenda-
agenda:

nMeni ngkat kan kemanpuan manusi a dan nasyarakat untuk nel aksanakan
sistem keamanan swakarsa dengan pendekatan Kkesejahteraan,
peni ngkatan kualitas sunber daya nmanusia serta penantapan
prasaran dan sarana.

nMeni ngkat kan kemanpuan daya tangkal mnmasyarakat terhadap berbaga
kemungki nan gangguan kearmanan, Kketentraman dan Kketertiban
nmasyar akat .

nMewuj udkan keamanan regional dem kel ancaran penyel enggaraan
peneri ntahan, penbangunan dan aktivitas nasyarakat | ainnya
yang di dukung ol eh aparat keanmanan.

9. Bi dang Tata Ruang

Bi dang Penbangunan Tata Ruang diarahkan pada penbentukan
si stem wi | ayah penbangunan dengan sasaran terciptanya pertunbuhan
w | ayah yang adil dan berinbang serta terjalinnya interaksi dan
sinergi yang kuat bagi penbangunan daerah, vyang dilaksanakan
nmel al ui agenda- agenda:

nMenata dan nengenbangkan fungsi setiap unit tata ruang wlayah
ber dasar kan kesesuai an, kenmanpuan, keterkaitan, keseinbangan
dan kesel arasan daya dukung ruang.

nMemant apkan st at us kawasan t er masuk kawasan per bat asan
ber dasar kan penataan ruang w | ayah dan negara.

nMeni ngkat kan kesadaran nasyarakat dan aparatur penerintahan untuk
nmenaati ket entuan peraturan perundangan nengenai tata ruang.

BAB V
KAl DAH PELAKSANAAN

Kai dah- kai dah  pel aksanaan penbangunan daerah ditetapkan
sebagai beri kut :

Qubernur Propinsi Nusa Tenggara Tinur sebagai penanggungj awab
penyel enggaraan penerintahan dan penbangunan daerah berkewajiban
nmengger akan dan nengarahkan senua potensi dan seluruh kekuatan
konponen penbangunan penerintah dan nasyarakat untuk secara serasi
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dan terpadu nelaksanakan penbangunan daerah sesuai arahan Pola
Dasar Penbangunan Daer ah.

Qubernur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Tinur berkewajiban nenjabarkan Pola Dasar
Penbangunan Daerah (POLDAS) ke dalam Program Penbangunan Daerah
(PROPEDA) dan Rencana Penmbangunan Tahunan Daerah ( REPETADA) nel al u
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Daer ah.

Seluruh jajaran aparat penerintahan daerah, Dberkewajiban
nmenyusun Rencana Strategi s (RENSTRA).

Quber nur ber kewaj i ban menyanpai kan per t anggungj awaban
pel aksanaan dan hasil-hasil penbangunan; serta nel aporkan kegi at an
penbangunan berbagai konponen nasyarakat kepada Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur agar dapat diketahui
kemaj uan penbangunan daer ah secara kesel ur uhan.

BAB VI
PENUTUP

Pol a Dasar Penbangunan Daerah Tahun 2001 - 2004 ditetapkan
dal am semangat QG onom Daerah. Sejalan dengan itu, naka seluruh
kebi j akan penbangunan daerah di arahkan pada penberdayaan nasyar akat
dengan titik berat pada peningkatan kualitas sunber daya nanusi a.
Oientasi kebi jakan baru ini nmenenpat kan  penerintah sel aku
fasilitator yang |ebih berperan sebagai pengarah dan penggerak
dari pada pel aksana penbangunan.

Peran penerintah sebagai fasilitator, nemliki bobot yang

semakin berat. Untuk itu, penerintah perlu nelakukan upaya
maksi mal :  nenperbai ki system dan kinerja aparatur; nemantapkan
pr of esi onal i sne, etika dan budaya kerja yang ber wanwasan

kew rausahaan; neni ngkatkan nutu sunber daya nmanusi a yang nenguasa
penget ahuan dan Kketranpilan yang prima; serta nenunbuhkan rasa
kemanusi aan, kepekaan hati nurani dan kehal usan budi pekerti .

Pertunbuhan nel alui penerataan sebagai strategi penbangunan
daerah menbuat tanggung jawab penerintah senmakin nengenuka dal am
penber dayaan nmasyarakat. Hal ini disebabkan kebutuhan dan tuntutan
masyar akat yang semaki n nmeni ngkat nel anpauai kemanpuan peneri nt ah.
Dengan dem kian kei kutsertaan nasyarakat senmakin penting dan
nmenent ukan, terutama kalangan dunia usaha dan Lenbaga Swadaya
Masyar akat, dal am pengel ol aan penbangunan daerah. Peran aktif
sel uruh konponen nasyarakat sebagai pelaku penbangunan, diyaki ni
akan nenpercepat proses penerataan, sekaligus nenbangun basis yang
kokoh  bagi pertunbuhan perekonom an daerah dan kemandirian
masyar akat dal am newj udkan otonom daerah secara bertanggung
j awab.

Tantangan yang dihadapi penerintah dan masyarakat Nusa
Tenggara Timur senakin berat, nanmun proses penbangunan harus terus
berjal an dengan nenanfaatkan apa yang ada dan apa yang dimliki
Kita berkeyaki nan bahwa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa nenyerta
kita.
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